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Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, marilah kita
senantiasa bersyukur kepada Allah Swt. yang telah
melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita
dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti sidang senat
terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar. Shalawat serta -
salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
Saw. beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. '

Terima kasih yang sebesar besarnya saya sampaikan
kepada Bapak Rektor dan Ketua Senat Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah .
memberi kesempatan kepada saya, hari ini Selasa 30 Mei 2023
untuk menyampaikan orasi ilmiah pada acara pengukuhan ini.
Judul orasi ilmiah yang akan saya sampaikan adalah: |
“Qawa’ld Fighiyyah Sebagai Epistemologi Hukum Islam
(Memperkokoh Nalar Metodologis Dalam Kontekstualisasi
Hukum Islam)” , '

Ada dua alasan mengapa saya memilih judul tersebut.
Pertama, globalisasi sebagai akibat dari perkembangan ilmu
pengetahuan dan kemajuan teknologi tidak mungkin dihindari
atau dibendung. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan
teknologi tersebut pasti mengakibatkan berbagai macam
persoalan, termasuk persoalan di bidang hukum. Berbagai
persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat
pada era modern sekarang ini sangat mungkin belum terdapat
ketentuan atau jawabannya dalam nas (Al-Qur’an dan as-
Sunnah) maupun dalam kitab-kitab fikih yang ada. Hal ini
menurut Ibnu Rusyd dalam pengantar karyanya Bidayah al-
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‘ sz’tabid wa Nihayat al-Mugqtasid merupakan hal yang sangat
mngkin terjadi dan wajar:
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“Kejadian-kejadian yang ada pada manusia tidak mungkin
- dibatasi, sedangkan nas dan contoh perbuatan-perbuatan dan
ketetapan-ketetapan Ragy terbatas. Mustahil menyandingk“”
sesuatu yang tidak terbgtgs kepada sesuatu yang terbatas
Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, maka perl’
adanya metode untuk menemukan hukum baru. Menemuka?
. hukoum baru di sini bisa dalam pengertian membuat ketentWa”

. ba . .
X "' maupun dalam pengertian menafsirkan dengan cara Yar

lain dari perkembangan .
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aikan dengan konteks yang ° u

A. Epistemologi
1. Pengertian Epistemologi

Epistemologi merupakan cabang dari filsafat. Secara
bahasa epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti
pengetahuan (knowledge) dan logos berarti teori (Earli, 1992; -
Abdullah, 2012). Jadi epistemologi adalah teori pengetahuan
(theory of knowledge) yang berbicara tentang sumber atau
metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan (Titus et al, 1984;
Supena & Fauzi, 2002). Fungsi epistemologi antara lain adalah
untuk melacak dari mana ilmu pengetahuan diperoleh, apakah
dari indera atau dari akal. Untuk menjawab pertanyaan ini ada
empat pandangan yang menjadi arus utama (mainstream) .
pemikiran epistemologi. Pertama, rasionalisme, yaitu aliran
yang berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada
rasio. Kedua, empirisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa
sumber pengetahuan diperoleh melalui pengalaman panca
indera. Ketiga, kritisisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa
pengetahuan diperoleh melalui dialog antara akal dan panca
indera. Hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan proses awalnya
diperoleh disebabkan adanya pengalaman indera dan kemudian
dianalisis dengan akal pikiran. Keempat, intuisionalisme, yaitu
aliran epistemologi yang berpendirian bahwa sumber
pengetahuan diperoleh melalui usaha mental, konsentrasi
pikiran, dan pengalaman batiniah yang kemudian diuraikan oleh
akal budi (Titus et al, 1984; Supena & Fauzi, 2002). Aliran
epistemologi intutisionalisme ini mirip dengan epistemologi
‘irfaniy Muhammad °‘Abid al-Jabiriy. Epistemologi ‘irfaniy
berpendirian bahwa pengetahuan' diperoleh melalui kasyf,
pengalaman batin dan intuisi, tidak lewat medium bahasa atau
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teks dan juga tidak melaluj logika (Al-Jabiry, 1993; Mu’allim &
. Yusdani, 2004; Faisol, 2012). .
, Apabila  epistemologi  bidang filsafat  tersebut
 dispesifikasikan dalam ranah epistemologi hukum, maka ruang
lingkup kajiannya adalah menelusuri bagaimana hukum itu
- diperoleh dan bagaimana pula tingkat kebenarannya sehingga
dapat menjadi penentu dari metodologi hukum (Atmaja, 2013;
- Erwin, 2015). Dengan kata lain, apakah pengetahuan hukum itu
diperoleh dari pengalaman inderawi atau akal, dan apakah
 pengetahuan  hukum yang diperoleh tersebut dapat
dipertanggung-jawabkan (Rhiti, 2011).
~ Menelusuri, menganalisis, dan mengetahui karakteristik
e;.nst'emologi dalam gawz’jg fighiyyah sangat penting apabila
dikaitkan dengan ragam epistemologi dalam hukum yang salah
satunya adalah “epistemoiog; asas hukum”. Selain epistemologi
asas hukum, ady beberapa epistemologi hukum yait¥
epfStemOIOg% penelitian hukum, epistemologi sistem hukumm;
}elll)llkstemologl Pengalihan hukum, dan epistemologi kesadaran
. diar:Jgngl;lpEi f:irz(’lggi asas hukum adalah Pri.n'sip-prinsip Yf‘nif
tentang hulyp gb ai flfn.damental sebagai titik tolak berpik ]
Undang” maup,un atlit‘ktmk tolak untuk “membuat Undangsi
terhadap Undang-Undla t’(:lak untuk melakukari “interpretah
* arti “membuat Ungyy 18". Dalam konteks gawa’id fighiyy*""
%8-Undang” adalah bagaimana kaidah fikif

dijadikan titik to
lak .
hukum yang tjgay ad(dahl) untuk menyelesaikan persoala’

penyeleSaian ters b a teks nas, yang kemudian haSil dafl
“interpretas tethdl;tp "erpakan produk hukum, Sedangk®
Keidah fikih gijaqy, - o2"8-Undang” adalah bagaima®®

it
ik tolak untuk menafsirkan ata?

memahami terhadap pesan-pesan teks Al-Qur’an dan hadis. Dari
“epistemologi asas hukum” akan diketahui prinsip-prinsip dasar
dan fundamental yang menjadi pijakan berpikir dalam
menerapkan atau menetapkan hukum sehingga dapat diukur
nilai obyektif-rasionalitasnya (Huijbers, 1990; Erwin, 2015). - ‘
Berpijak dari teori ini, diharapkan akan dapat diketahui apakah
gawa’id fighiyyah sebagai salah satu metode penalaran hukum
bersifat obyektif-rasional, subyektif-doktrinal, atau kedua-
duanya dalam pengertian di satu sisi obyektif-rasional tetapi di
sisi lain subyektif-doktrinal.

2. Epistemologi dalam Hukum Islam _
Kajian tentang epistemologi menempati posisi yang
strategis, karena membicarakan tentang metode untuk
mendapatkan pengetahuan yang benar dan menuntun secara
logis dalam mendapatkan ilmu pengetahuan (Tabrani, 2015).
Dalam bangunan ilmu keislaman, perbincangan epistemologi
sangat ramai ketika Muhammad ‘Abid al-Jabiriy menggulirkan
pemikirannya tentang kritik nalar Arab (Nagd al-‘Aql al-
‘Arabiy) melalui tiga karyanya yang cukup terkenal yaitu °
Taqwim al-‘Aql al-‘Arabiy, Bunyah al-‘Aql al- ‘Arabiy, dan al-
‘Aql al-'Arabiy al-Siyasiy. Epistemologi ilmu-ilmu keislaman
diuraikan oleh Al-Jabirly dalam karyanya yang pertama dan
kedua. Ia mengemukakan ada tiga epistemologi dalam bangunan
keilmuan Arab-Islam yaitu epistemologi bayaniy, epistemologi -
irfaniy, dan epistemologi burhaniy, yang secara spesifik ia
uraikan dalam karyanya yang kedua (Bunyah al-‘Aql al-
‘Arabiy). Uraian tentang Qawa’id Fighiyyah sebagai epistemologi
hukum Islam ini, saya merujuk pada konsep epitemologi versi
Muhammad ‘Abid al-Jabiriy tersebut, walaupun tiga
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epistemologi tersebut tidak diuraikan dan dianalisis secara rinci.
- Uraian lebih ditekankan pada penelusuran terhadap kaidah-
kaidah fikih mana yang mempunyai substansi, nilai, atau

- paradigma sama dengan epistemologi burhaniy dan bayaniy
~ sebagai metode penalaran hukum.

3. Posisioning Qawa’id Fighiyyah
8. Qawa’id Fighiyyah sebagai Epistemologi Baydniy

secara etimologi, epistemologj bayaniy adalah metode
kiran yang menekankan otoritas teks (nas) baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan suatu ilmu
p:gz:aguan..Se.cara langsung artinya memahami teks sebagai
: ge Ilikiiazan;adl'dm .langsung mengaplikasikannya tanpa perlv
- Secara tidak langsung berarti memahami tekS

sebagai

84! pengetahuan mentah dap perlu dilakukan penafsirad
atau  penalaran, Wwalaupup
penafsiran tersebut tet
12015; Purwanto, 20e ap harus bersandar pada teks (Tabranh

pemi

. dengan cara menaf .e;(Ode Interpretasi yaitu menemukan hukur®
2015), atay pa (Als \ o teks Perundang-undangan (Sutiyos®
Juga metode g 1,-; &0 dan as-Sunnah). Metode ini diseb™
' Pemahaman tekg Seeral PProach. Metode ini mengandalks®
dengan hal-ha lain ct::;harﬁah’ tidak perlu mencari korels®
) a ; -

ajian il Stzl; d €Ngan tujuan hukum (Nasutio”
ode pepe SI' metode inj disebut mantuq at

' ha‘.'ﬁah teks secary Muan hukyp, yang didasarkan at?®
epistemolog; ,, . f‘?a adanys (Anwar, 2004) Kekuatd®
. 8ramatika] Y ini terleta) ’ L
> Struktur, o Pada bahasa, baik pada ta'?

ilrllu" I Lln i
llmu Yang berbasis Sastra’ yang kemudian melahlr ,f
tahaS"li'll’l se I ahW“ : ’

) pertl nat ’
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balagah, dan gawa’id usuliyyah al-lugawiyyah (usul figh) (Al-
Jabiry, 1993), sehingga porsi akal hanya diberikan ruang gerak
pada lingkaran teks. Walaupun demikian metode ini tetap -
diperlukan karena rumusan yang ada dalam teks nas terkadang _
ada kekurang-jelasan (interpretative, zanniy), sehingga perlu
interpretasi. ,

Epistemologi  bayaniy disebit juga dengan teori
“subjektivisme teistik”. Menurutnya hukum itu memiliki
orientasi yang bersifat ilahiyyah, oleh karena itu pengetahuan
hukum atau produk hukum hanya dapat diperoleh atau
bersumber dari wahyu yang dibakukan dalam kata-kata (teks)
yang dibawa oleh nabi berupa Al-Qur’an dan as-Sunnah
(Syaukani, 2006). Untuk mendapatkan pengetahuan melalui
epistemologi bayaniy ini ada dua metode yang digunakan yaitu
(1) berpegang pada redaksi (/afz) dengan menggunakan kaidah
bahasa Arab seperti nahwu dan sarf. Metode ini disebut bayaniy
lafziy (Al-Jabiry, 1993; Kholish & Nor, 2015). (2) berpegang
pada makna teks dengan menggunakan analogi (giyas). Metode
ini disebut bayaniy qiyasiy (Al-Jabiry, 1993; Kholish & Nor,
2015; Purwanto, 2014).

1) Bayan Fiy Lafziy (Tekstual)
Dalam konteks gawa’id fighiyyah, epistemologi bayaniy

metode pertama (bayaniy lafziy) diperankan oleh kaidah 3..:\!\

’8.;?}!\3 :,a;‘.g,ﬂ\ §3L;§J.l 3. IImu pengetahuan atau hukum yang

dihasilkan dari kaidah tersebut sangat terikat dengan teks-teks -
(Al-Qur’an atau hadis). Kaidah tersebut menuntun bahwa makna
yang ada pada teks harus dijaga dan diamalkan apa adanya, -
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terutama teks-teks yang mengatur amaliah ibadah ritual. Akal
dikunci dengan makna tekstualitas. atau makna harfiah teks.

Kaidah fikih lain adalah kaidah a8\ & 3Ust) ¥ atan J 9

A 9% 3 W, Kaidah Ini membatasi kemungkinan
adanya alternatif hukum [ajq d
peluang untuk melakykap ij
zanniy, dan dalam mengijt

' tersebut tetap terjkat deng
lingkaran teks tersebut, Art

i saat ada nas. Akal hanya diberi
tihad apabila suatu nas dianggap
thadi nas yang dianggap zanniy
an makna-makna yang ada dalam

. , inya meskipun ayat atau hadis zanniy
memb : pun aya Z
®f1 peluang terhadap aia untuk melakukan penalara?

(penafsiran), tetap; . o
kaidah-kaidahzalf ' PenafSiran jtupun tetap harus mengikutl
_ sendiri, Oleh k “1asa yang lahir dan dikonstruksi dari teks itV
" diidentiﬁkasi S a;ena- Itu apabila syaty ayat atau hadis (hukum)
- tersebut seba ol ayatatau hadis gat'iy maka ayat atau hadis
diikuti, g aglal s'atu-satu.nYa Sumber pengetahuan yang haru$
 kemungkinan matliiak .dlbefi kesempatan untuk mencar’
sejarah hukupy 1) : la{n di luar makna harfiyyah teks. Dala®
: i al\n:I Orientasj terhadap teks ini dipegang t€
. enyelesajkay, ‘ bellurut Jad al-Haq’ Al Jad al-Hagq, dalalll.
. pro lem-PI'Oblem hllkllm Islam 3/.1 ] a [-ha S
:ng Pada nas terutama hadis karend d
NaYat-tiwayat g g (A:llc{lzg xgdinah banyak ditemuk?®”
Kaidah 4gay . 1. » 2005),
~ o A3 K e o
m e merupakan contoh lain daf
kka . _ . V.
Mk 25 Pola pikir bayaniy 147
i pada 81Wa memberlakukan teks 1€
me_ndISfun lk yan
8Sikannya. Pertanyaan

&)

kemudian muncul adalah bagaimana kalau dalam sebuah teks
(Al-Qur’an atau hadis) ada dua makna yaitu makna hakiki
(denotatif) dan makna majaziy (konotatif, kiasan)? Makna mana

yang harus diprioritaskan untuk diberlakukan? Jawaban untuk

pertanyaan ini diatur dalam kaidah LL}:L\ C)KJT 3 :}.\og‘

(Zaidan, 2014) Menurut kaidah tersebut dalam memberlakukan
makna teks, baik teks Al-Qur’an atau hadis harus
memprioritaskan pemberlakuan makna hakikat (makna harfiah
yang ada). Apabila memberlakukan makna hakikat tidak
memungkinkan maka diberlakukan makna majaziy (konotatif, -
kiasan). Pemberlakuan makna kiasan majaziy (konotatif, kiasan)

diatur oleh kaidahj=<)l ) juat &idi 2536 15 Dalam
memberlakukan suatu teks dari makna hakikat ke makna
majaziy (konotatif, kiasan) disyaratkan adanya indikator
(garinah) yang menghubungkan antara makna aslinya dengan

makna kiasannya. Indikator tersebut merupakan petunjuk bahwa -
yang dimaksud oleh pembuat teks adalah makna kiasannya (Al-

Burnu, 1996). Ini menunjukkan bahwa walaupun teks boleh
tidak diberlakukan sesuai makna hakikat, tetapi tetap tidak boleh
keluar dari lingkaran aturan teks itu sendiri. Rangkaian aturan
tentang bagaimana menyikapi teks yang ada dalam tiga kaidah -

di atas dibingkai dengan kuat oleh kaidah &3 Judy 533 1)
}igl. Apabila suatu teks tidak dapat ditangkap makna

hakikatnya dan tidak memungkinkan untuk diberlakukan makna
kiasannya, maka menurut kaidah tersebut, teks lebih baik
didisfungsikan. Produk atau temuan hukum yang lahir dari
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epistemologi bayaniy lafziy (tekstual) ini adalah ketentuan
- hukum yang terkait persoalan-persoalan ibadah-ibadah ritual
(mahdah). Ketentuan hukum tentang jumlah rakaat salat, waktu
* salat, puasa, dan haji, anggota badan yang dibasuh pada waky

: bersuci, tempat tawaf, puasa dan yang sejenisnya adalah
pengetahuan (hukum

dan gawa’id fir: ) yang diperoleh dari teks (baydniy lafz)

" has (leu17 ﬁquyy ah (kaidah fikih) menjaga kuat teks-teks
"Kuran dan hadi :

_ memahaminya, 15) dan menuntun secara detail car®

2) Baya'niy-Qiya'siv (Analogi)

Metod = ‘1ol
ode bayaniy yang kedua dikenal dengan istilah

enalar; Tl
fnetodea:elt‘;iﬁ]:x etode m1 disebut juga metode kuasasi yaity
 argumen rasionalrr;etrd()logls yang didasarkan atas peneluSuran
ini ada dua yajp, da 4 menetapkan hukum, Cara kerja metod®
Sudah ada karep, a(ejngan °ara menyamakan dengan kasus yfmg
illah) dan karep, 4 Persamaan Gjjgp, (bina’ al-ahkam ‘ala @
2 ada kesamagy tujuan hukum (za /i1 al-ahka

bi magqasid q
>C asy-syari p -
metode ip; disebyt )(Nasuhon,‘2009). Dalam ilmu hux¥

W metode jum
) cara . penemuan hu
- gw). Dalam'usﬁ/penyehdlkan terhadap ‘illal husz

Qiyas, :
7745 Sedan gh Pembahasan ini ada dala™ te”

an di dy),
0 i gy o a 42 g
Yaity Upay 9awa’jq fighiyyah dikenal fietesis)

2 pen
Yamaan dap pemaduan (s ok#?

Ca ang 2 s . la
2 olep nas(a; ar's) yang belum 41° 51,'1150

®0gan persoalan asal
11

yang telah mempunyai kepastian hukum dari nas. Faktor yang -
mengharuskan sintesis antara keduanya adalah karena masing-
masing mempunyai sebab hukum ( 7//ah/ratio legis) yang sama, .
Dalam konsep gawa‘id fighiyyah, ilhaq tidak hanya diartikan
sebagai upaya sintesis antara satu persoalan cabang (a/-far’u)
dengan persoalan asal (a/-‘as/ ) tetapi juga antara cabang (a/-
far’u) dengan cabang (a/-far’u) lainnya.

Dari pengertian tersebut ada dua hal penting yang menjadi
substansi dalam proses analogi terkait dengan epistemologi
bayaniy yaitu pertama ketentuan hukum yang ada dalam nass,
dan kedua adalah ‘illah hukum. Ma’ruf Amin menggunakan
istilah i ‘adah an-nazar yaitu telaah ulang dengan cara menguji
kembali alasan hukum ( ‘illah) dari suatu ketentuan hukum atau
fatwa (Amin, 2014). Terkait yang pertama (al-asl), para
usuliyyun memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk
dapat dianalogikan dengan kasus lain (al-far u) yaitu (a) harus
berupa hukum syara’ yang ditetapkan oleh nas, (b) hukum
syara’ tersebut adalah hukum yang “muttafaq ‘alaih” (bukan
hukum yang masih diperdebatkan), dan (c) bukan hukum syara "
yang spesifik (dikhususkan untuk kasus tertentu) (Yahya &
Fatchurrahman, 1986). Persyaratan' yang ketat tersebut
dimaksudkan agar ketentuan hukum yang dihasilkan melalui
proses analogi tidak lepas atau menyimpang dari ketentuan
hukum yang ada pada “al-as/” (al-Qur’an atau hadis) dan dari
sinilah nampaknya yang dijadikan argumen untuk memasukkan -
giyas sebagai bagian dari epistemologi bayaniy. Artinya
walaupun dalam menemukan dan menentukan ‘illah tersebut
merupakan kerja akal, tetap terikat olek teks pokok (al-asl)
(Kamali, 1996). Meskipun analogi/qiyas memberikan
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R

kesempatan terhadap kreatifitas akal dan pengayaan terhadap
 teks (nas) tetapi masih terikat dengan kata/bunyi dan semangat
yang ada pada teks (nas) itu sendiri. Posisi akal dalam
analogi./ qiyas  adalah ~untuk menjaga  konsistensi  atay
. menunjukkan tentang adanya hubungan antara wahyu dan akal
dalam pengembangan hukum. Apabila ‘iliah telah ditentukan

- oleh teks (nas) ity sendiri maka akal
Qreferensi atau perubahan apapun, Olep
tidak dapat digunakap untuk
ebijaksanaan atay pre
Adapun terhadap yap
usuliyyin mengemukakap b
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(%) tangi mangt a.l-lgukmi (pemilihan
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tas

pertimbangan ‘illah ini banyak digunakan oleh 'ahl ar-ra’y yang
ada di Iraq, Kufah, Basrah. Salah satu faktor yang menyebabkan
ahl ar-ra’y yang ada di Iraq ini menggunakan pertimbangan -
‘illah, karena persoalan-persoalan hukum yang ada di Iraq,
Kufah, Basrah lebih kompleks, di sisi lain periwayatan hadis |
terbatas, tidak seperti di Hijaz, Makkah, dan Madinah, sehingga
dalam menyelesaikan problem-problem hukum lebih dominan
menggunakan akal melalui metode mas/ahah  dan .
penelusuran 7//ah (Al-Haq, 2005). Melalui ‘//ah ini ketetapan -
hukum dapat diketahui alasan-alasannya secara logis, terutama
hukum-hukum yang mengatur relasi antara sesama manusia |
(hubungan horisontal). Dibanding dengan metode yang pertama
(bayaniy lafziy), metode kedua (bayaniy giyasiy) memberikan
peluang relatif lebih banyak pada akal untuk memperluas makna
teks atau setidaknya menuntun pada seseorang untuk tidak
hanya berpegang terhadap makna harfiah teks.

Kaidah-kaidah fikih yang berposisi sebagai epistemol&gi
bayaniy-giyasiy ini antara lain kaidah (1) 13345 asle & j;:b - ’ b
ulzs, (2) Wig J6 aly 313 25, dan (3) (&8 035 O 108
Glle Jis;. Kaidah pertama menetapkan prinsip bahwa
keberadaan suatu hukum didasarkan atas ’‘illah yaitu alasan
logis mengapa hukum itu ada atau ditetapkan. Dengan
memahami ¢i//ah hukum akan diketahui hal-hal yang subtantif
dan tujuan hukum yang ada pada nas, sehingga akan .
memudahkan seorang mujtahid melakukan istinbat (Lahsanah,
2008). Kemudian kaidah kedua mengisyaratkan kebolehan

menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan ‘illah dan
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sekaligus membuka peluang kemungkinan adanya perubahan
atau ketidakberlakuan hukum yang ditetapkan dengan metode
analogi tersebut apabila /g sudah dianggap tidak relevan, dan
prinsip ini dikuatkan oleh kaidah ketiga. Dengan kata lain,

| kaidah-kaidah tersebut menetapkan prinsip dasar bahwa dalam
menetapkan hukum tidak bolep han

a berpe kepada makna
lahiriah teks pag 7" PcTPegan kepa

. » tetapi harys dengan sungguh-sungguh
. o

nggunakan pemikiran (akal) dan penalaran intelektual, yaitu
. dengan menggali dap mencermat

teks nas, sehingga ketentuan
relevan.

1 ‘%llah yang terkandung dalam
hukum benar-benar rasional dan

UM yang lahir dari epistemologi
i dalam fatwa MUI banyak
M menentukan hukum terhadap
perbankan yang ge “ransaksi keuangan atau produk-produk
atau hadis, Fapy ;ara tekstual tidak dikenal dalam Al-Qur’a”
deposit box dian:; at.wa tersebut antara 1ajn tentang (1) safe
24/13SN-MiJI/III/:z:))glzka'n dengan akad yiarah (Fatwa DSN NO-
- dengan akaq qard ) 2) syariah charge card, dianalogika”

) ;Ca alah, dap jarah (Fatwa DSN No-
- dengan akaq bay’ d’ (3) ;S'ale and lease bactk, dianalogika®
MUI'VI2008), @) " Yarah (Fatwa psN No. 71/DSN
wakalah, mudarapqyp, :j:anzi, dianalogikan dengan 3K
MUUX/2001), day (s, .. 2007 (Fatw /DSN-
. . » dan (5 a DSN No. 21 .
dinalogikan dengap Pasar mody) atau reksa dana Syarlah’

ad wql s
o 200Ny, 44 dan mugargpa (Fatwa DS
transaksi aty, akifita, keu. Penganalogian bentuk-ben™
gan model b (4
aru tersebut
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' bfzyahiy-qiya}iy (analogi)-
; dlgunakan oleh DSN dala
© aktifitas dap transaksj

deposit box, syariah charge card, sale and lease back, sale and
lease back, dan asuransi) terhadap bentuk-bentuk transaksi yang
sudah ada sebelumnya (dalam nas atau dalam kitab-kitab fikih)
yaitu ijarah, kafalah, wakalah, dan mudarabah, adalah
didasarkan atas kesamaan ‘illah (Fattah, 1990). '

b. Qawa’id Fighiyyah Sebagai Epistemologi Burhaniy

Epistemologi burhaniy adalah cara mendapatkan ilmu
pengetahuan yang bertumpu pada akal dan didasarkan atas
realitas (a/-waqgi’) (Al-Jabiry, 1993) (Tabrani, 2015).
Epistemologi  burhaniy berpandangan bahwa sumber
pengetahuan adalah akal. Akal mempunyai kemampuan untuk
menemukan pengetahuan termasuk pengetahuan dalam bidang
agama. Dari epistemologi burhaniy ini kemudian berkembang -
atau memunculkan metode deduktif (istint)), induksi (istigra’),
konsep universalitas (kulliy), dan konsep tujuan syari’ah -
(magqasid asy-syari’ah) (Purwanto, 2014). .

Berbeda dengan epistemologi bayaniy yang menjadikan -
teks (Al-Qur’an dan hadis) sebagai sumber ilmu pengetahuan,
epistemologi burhaniy menempatkan dominasi peran akal
sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang -
diperoleh dari tradisi burhaniy adalah ilmu pengetahuan yang
dikonsep, disusun, dan disistematikakan melalui kerjasama
antara proses abstraksi dan pengamatan inderawi atau alat bantu
yang menguatkan hasil pengamatan indera seperti laboratorium,
penelitian lapangan, dan penelitian literatur yang mendalam
(Abdullah, 2006).

Kaidah fikih yang berperan seﬁbagai epistemologi burhaniy
antara lain kaidah (‘;"J‘ & g J% g ob}ﬂ ] 3 N
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(.al-Hasyimiy, 2010). Prinsip kaidah ini adalah “sesuatu” yang
tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur’an atau hadis, hukumny?

| hbo¥eh”, Tidék Sémua yang tidak ada dalam Al-Qur’an afay
hadss, atau tidak dilakukan oleh Rasul, berarti tidak boleb
dilarang, haram, ata pig'gh. 1

| rinsip
- dasar “boleh”, engan menggunakan p

dianggap permap terhadap berbagai ketentuan
merespon per ®n (tetap), dap sekaligus penting U
Oalan-persoglay, hukum, ketika tidak ada

ketentuanny, d
yang ticlaky ad:la;(n 2-Qur'an atay hadis. Ketika ada pef5°a]‘tm
Stentuanny, dalam Al-Quran atau hads

kemudian g;
itet
maka aka] dituntut U7

apk
memberikap , A0 boleh,

T8u

: men
Hasil kerj, akal Mengapa

beru
- “hala]» in?aL argumen.'argumen tentang B
PIIDSIp kajdap terseby ;Tllerupakan fikih baru yang 1ahif

yang digunakay, . " Haling akap berbeda apabila pr

dalah (13 a
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S Ny
* Yang memperbolehkan. A7

insi?

o

persoalan yang ditanyakan oleh mustafii tidak ditemukan nas
yang memperbolehkan, maka fatwa yang dikeluarkan “haram”
atau minimal mauquf. Semua persoalan argumennya hanya '
didasarkan atas ada atau tidak adanya teks semata, peran akal
hanya mengkonfirmasi suatu persoalan dengan teks yang ada,
sehingga hasil keputusannya cenderung hitam-putih, halal atau
haram, tidak memerlukan argumen akal. Epistemologi burhaniy
juga banyak digunakan oleh DSN MUI untuk merespon
transaksi atau akad dan produk perbankan yang tidak ada
ketentuannya dalam Al-Qur’an dan hadis serta tidak dapat di-
qiyas-kan dengan ketentuan hukum yang ada.

Keluasan peran akal yang diberikan oleh kaidah fikih
tersebut khususnya terkait dengan persoalan akad atau transaksi
dan aktifitas keuangan, dijelaskan oleh Ma’ruf Amin sebagai
berikut: (a) Untuk menetapkan hukum akad atau transaksi, tidak
perlu terikat oleh teks atau nas, karena akad atau transaksi yang
ditetapkan dalam nas tidak dimaksudkan sebagai pembatasan
terhadap kemungkinan bentuk-bentuk akad atau transaksi yang
baru. (b) Demikian juga tidak perlu terikat atau menganalogikarn
dengan keputusan fikih tertentu atau melakukan falfig yaitu
menggabungkan beberapa pendapat dari mazhab yang berbeda
(Amin, 2008). Uraian tersebut menunjukan bahwa kaidah di atas .
mendorong akal untuk lebih agresif dan kreatif dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang tidak ada
ketentuannya dalam Al-Quran atau hadis. Agresifitas dan
kreatifitas akal untuk menemukan hukum (fikih) baru
merupakan inti dari kerja metode burhaniy.
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.. Kaidah fikih lain yang berperan sebagai epistemologi
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atau Peraturan Peredaran Minuman Keras. Dengan adanya
Undang-Undang Zakat umat Islam (terutama bagi ASN) merasa
terikat untuk melaksanakan kewajiban zakat. Demikian Juga
dengan adanya Undang-Undang Narkotika atau Peraturan
Peredaran Minuman Keras, maka untuk mengamalkan ajaran
agama, dalam hal ini tidak boleh minum minuman keras atau
minuman yang dapat merusak akal, tidak efektif kalau hanya
mengandalkan kepada ketaatan atau kesalehan pribadi. Agar
larangan agama tersebut efektif, perlu intervensi kebijakan
negara antara lain dengan cara membuat Undang-Undang atau
peraturan. Dengan kata lain keterlibatan pemerintah dalam
persoalan agama, selain untuk kepentingan negara yaitu
terwujudnya kemaslahatan umum, tetapi juga untuk kepentingan
umat beragama (Islam) sendiri.

Kaidah fikih selanjutnya yang berposisi sebagai |
epistex.nologi burhaniy adalah kaidah g.-b- e 53\3 -\M\-a-d‘ )3
rgladl. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang
pencatatan pernikahan, batas minimal usia nikah, keharusan
perceraian dilakukan di sidang pengadilan (di mana hal-hal
tersebut tidak diatur dalam kitab-kitab fikih) merupakan bukti
bahwa kaidah tersebut mampu melahirkan ketentuan hukum |
baru. Ketentuan bahwa pernikahan harus dicatat dalam dokumen
negara adalah didasarkan atas pertimbangan menghindari atau
mencegah terjadinya mafsadah yang ada pada prinsip. kaidah ‘
fikih tersebut. ' '
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Terkait pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah di bawah
tangan) ini, Atho Mudzhar mengemukakan bahwa pencatatan
perkawinan seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi
dari perintah Rasul untuk mengumumkan nikah walaupun hanya
menyembelih seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan
yang kecil dan tertutup seperti Hijaz dulu, dengan pestd
memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumumé®

- resmi. .Tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh
formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong
ssekor kambing saja tidak cukup, melainkan harus
?tfz:sx:;aiiian se.:'cara resmi oleh peme‘:rintah/negara..ge;:z

| tambahan rflku;wa?lban pencatatan'pemlkahan dapa i 88):
Karena secara akrilkah dasm fkdh baru (Muhdzar,- l9w
tangan menimbullzmddalam konteks. sckarang, nikah & basuﬂli
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merupakan hal yang primer (daruriyyah) dalam perkawinan,
maka untuk melindunginya diperlukan kelengkapan (hajjiyyah)
misalnya dokumen tertulis. Adapun bentuk, warna, atau bahan
dokumen tertulis adalah tahsiniyyah yang menjadi wewenang
lokal (Asmin, 2007). Maka ketika ada persyaratan baru yaitu
pencatatan nikah, untuk melengkapi atau menyempurnakan
yang sudah ada, dengan tujuan untuk lebih mengantisipasi
mafsadah yang mungkin terjadi, sudah semestinya harus lebih '
diterima. Bila jjab dan gabul yang harus terucapkan itu adalah
syarat yang bersifat gauliy, maka pencatatan merupakan syarat |
yang bersifat amaliy (Rajafi, 2007). Keberanian untuk
menambah pencatatan nikah sebagai syarat atau ketentuan -
hukum baru demi untuk menghindari mafsadah, sebagaimana
pesan kaidah di atas, dengan memaksimalkan peran akal adalah
contoh proses atau mekanisme kerja epistemologi burhaniy.

Dari uraian di atas menunjukkan gawa’id fighiyyah
mampu berperan sebagai epistemologi bayaniy dan burhaniy. '
Peran gawa’id fighiyyah dalam epistemologi bayaniy dan '
burhaniy harus berjalan bersama, saling melengkapi. Hal ini
dikarenakan ajaran Islam (termasuk dalam bidang hukum)
realitasnya hadir dalam bentuk teks (Al-Qur’an atau as-Sunnah).
Oleh karena itu ketika Al-Qur’an atau as-Sunnah tersebut
ditetapkan sebagai sumber ajaran (hukum), maka semua
persoalan, terlebih dahulu harus dikembalikan kepadanya, dan
ketika itu pula pemahaman atau penafsiran terhadap teks
(melalui epistemologi bayaniy) tidak dapat dielakkan. Demikian
juga realitas perubahan kondisi sosial masyarakat dan kemajuan
teknologi yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan
hukum yang tidak tercakup oleh teks, tidak mungkin dibendung.
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Ketidakmampuan teks untuk mewadahi persoalan-persoalan
yang sedang dan akan terus terjadi, memerlukan kerja akal yang
serius. Di sinilah peran epistemologi  burhaniy sangat
diperlukan. Menafikan epitemologj bayaniyberarti merlgiflgkmi

keberadaan teks, menafikan epitemologi burhaniy berarti
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berkeadilan dan bermoral. Tugas-tugas itu merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari konsep Al-Qur’an bahwa Tuhan |
menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dan juga tak
terpisahkan dari makna kata Islam yaitu damai. Terkait hal itu
Al-Qur’an (Islam) sangat menghargai ilmu pengetahuan dan
sangat mengapresiasi umatnya yang berilmu pengetahuan, dan
sebaliknya mencela umatnya yang tidak menggunakan akal
pikirannya secara serius untuk mencari ilmu pengetahuan dan
menutup realita (tidak melihat perkembangan dan fenomena
yang terjadi). Salah satu yang dapat menjawab atau
merealisasikan tugas besar itu antara lain (untuk tidak
mengatakan satu-satunya) ialah melalui pemahaman yang benar
terhadap pesan-pesan universal Islam. Pemahaman yang keliru
Islam menjadi bagian penyebab kegagalan untuk mengemban
tugas-tugas di atas, karena dinamika kehidupan dan aktivitas
keseharian umat Islam sulit dilepaskan atau selalu bersentuhan .
dengan syariat Islam, dan hukum Islam merupakan bagian yang
ada di dalamnya. Kegagalan atau ketidakmampuan mengemban
amanat di atas, akan mengakibatkan umat Islam sebagai umat
yang tidak diperhitungkan oleh umat lain (walaupun secara
kuantitas besar), menjadi umat yang termarginalkan, dan
identitas-identitas negatif lain. Dalam konteks inilah |
kontekstualisasi hukum Islam di era global seperti sekarang ini
sangat diperlukan.

Berbicara tentang kontekstualisasi, akan menjadi
persoalan jika dikaitkan dengan sesuatu yang melibatkan
Tuhan. Hukum Islam, jika dilihat bahwa ia bersumber dari .
Tuhan, haruslah bersifat permanen, universal dan seragam.
Untuk itu, istilah kontekstualisasi sepertinya kontradiksi
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- dengan nilai-nilai ketuhanan tersebut. Namun jika dilihat
-bahwa hukum Tuhan untuk  manusia, maka konsep
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tidak boleh dirobohkan. Sedangkan bagian yang lentur dapat
berubah bentuk sesuai dengan situasi dan kondisi. Hal ini
dimaksudkan bahwa hukum Islam ada bagian yang harus
tumbuh terus menerus seperti layaknya sebuah pohon. Proses
ini tidak pemah berhenti, hingga seluruh cabangnya mampu :
menaungi seluruh aspek kehidupan manusia dari satu generasi
ke generasi berikutnya (Nyazee, 1994). Dalam upaya untuk

mengembangkan the flexible part, para fugaha‘ merumuskan
berbagai parangkat metodologis. Salah satunya adalah metode

al-asybah wa an-naza’ir, yang kemudian dikenal dengan
gawa‘id fighiyyah. '

2. Pijakan Kontekstualisasi

a. Kemaslahatan Manusia

Kemaslahatan sebagai pijakan kontekstualisasi
dibahas secara dalam dan rinci dalam metode atau teori .
magqasid  asy-syari’ah. Teori magqdsid asy-syari’ah
dicetuskan pertama kali oleh Imam al-Juwayni yang
kemudian dikembangkan oleh muridnya, Imam al-Gazaliy.
Di Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi
al-Garnasiy asy-Syatibi (yang dikenal dengan panggilan
Imam asy-Syatibi), melalui karyanya yang sangat
monumental “al-Muwdfaqat fi Usal al-Ahkam. Teori ini .
menjadi terkenal di seluruh dunia, antara lain melalui
Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Rida di Mesir (Wahyudi,
2007). Belakangan, teori magqasid asy-syari'ah ini menjadi
semakin populer melalui Jasser Auda dengan karyanya
“Magasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a
System Approach. Magqdsid asy-syari’ah merupakan term
yang sangat ramai dibincangkan dan dianalisis di kalangan -
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p?ra ahli hukum Islam. Kajian magqasid asy-syart ‘ah
dianggap penting karena merupakan teori yang dianggap
mampu merevitalisasi dan mendinamisasi pemikiran hukum
Islam dalam merespon berbagai isi kontemporer dan isu-is?
global (Anwar, 2015). Darj teori magasid asy-syari ah ini
rev.italisas)iam. dreak'tu.allsa.si, rekonstruksi, konteksma}isaSI’
Teori ,_rt? efinisi, Teinterpretasi dan yang sejenisny™

™aqasid - asy-syaryqh mengajarkan bahwa dal®”

menetapkan atau ) 1ok
boleh hanya mepy menyelesaikan persoalan hukum tid

teks (nas), seb _?uk atau berpegang terhadap makna 1iter61:
harus mer’n e ;ga.lmana dalam epistemologi bayaniy, tetap!
e Hkan tojuan yang ada dj balik teks (%%

enurut asy-Syatib; |, ab
’ ahw 1 : dal
k mewyjugyan kem 3 Wjuan ditetapkan hukum 2

1975). Senada aslahatan manusia (ASY‘Sya’tibl’
Sy-Syatibi juga dikemukakan olea
ketentuan~kete *a0 al-Bifl. [a menjelaskan ba
Allah tidak semata-mat2 "7 s
Mmanys; 2h) kepadaNya, ~tetapi Jl:f
Secara riil dalapy, l(*ehif;nusla dapat merasakan kemasiah?
Dalam gigy.. P20 dunia (a]-Buti 1977).

skursru_s hukypy, Islam kontemporer, tun tad
semalk: 29ap teks (nas) berkompl'omi dcﬂgﬁﬁ
onsem *lguat sete]ah Najm ad-Din at; '
P kOntroversial seputar mas oo

|
s .
a adalah a' pernyataannya yang dlaﬂg-']@

Clika =~ l
Jma *-Tufi menyebutkan bab" ips?

“rentangan dengan prinSiF"pr aJab
harus  didahulukan

@7)

kemaslahatan. Dalam konteks ini, kemaslahatan berfungsi
sebagai fakhsis atau bayan bagi nas atau jjma’, tanpa harus
dimaknai sebagai pembatal bagi keduanya, karena tidak ada
ayat pada kitab suci Al-Qur’an yang tidak mengandung
kemaslahatan (at-Tufi, 1993). Hal yang sama dikemukakan
oleh ‘Abdul Wahhab Khallaf. Ia menyatakan bahwa Al-
Qur’an seluruhnya mengandung kemaslahatan, dan tentu saja -
as-Sunnah juga demikian. Oleh karenanya fungsi as-Sunnah
yang merupakan bayan (penjelas) atas Al-Qur’an,
meniscayakan kandungannya juga berorientasi pada
kemaslahatan. Sebab, al-mubayyin (penjelas) tidak mungkin-
kontradiktif dengan misi al-mubayyan (yang dijelaskan)
(Khallaf, 1972). '
Menurut Al-Gazaliy, kemaslahatan adalah mengambil
manfaat dan menolak kemudafatan, dan dua hal ini-
merupakan inti maqasid asy-syari’ah (al-Gazali). Konsep ini
diperkuat oleh ‘Izzuddin ibn ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd as-
Salam (selanjutnya disebut ‘Izzuddin). Ia menyatakan bahwa -
tujuan ditetapkan hukum hanya ada dua yaitu mewujudkan
kemaslahatan (jalb al-masalih) dan menghindari atau
menjauhkan dari mafsadah (dar'u al-mafasid) (as-Salam).
Salah seorang ulama kontemporer yang concern mengkaji
maqdsid asy-syari’ah yaitu Ahmad ar-Raysuni menyebutkan
bahwa maslahat sebagai inti dari tujuan hukum Islam adalah
segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi
manusia, baik secara individu maupun kelompok. Di samping
itu maslahat harus mengandung unsur mencegah mafsadah,
karena seseorang tidak mungkin memelihara kemaslahatan di
satu sisi, namun di sisi lain dia melupakan dampaknya yaitu
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mafsadah (ar-Rasyuni, 2002). Teori menghindari atau
menjavhkan dari mafsadah (dar'v  al-mafasid), dalam
maqasid asy-syari'ah, disebut dengan teori “objektivisme

rasionalistik”. Teori inj mengajarkan bahwa hukum dapat

diungkap atau ditemukan oleh akal secara obyektif. Hal ini
didasarkan atas pemikiran bahwa syari’ (Tuhan) dala®
menetapkan  hukum  tidak mungkin bermaksud 2t
mquhendaki keburukan atay bahaya (mafsadah, mudarat)
bagi manusia, tetapi pasti Dia menghendaki kebaika®
tnaslahat) (Syaukani, 2006). Titik temu dari berbg®
ii;::gfm atau pendapat tersebut adalah pertama b*.‘hwa
Kedug :?uada Bau ditetapkan pasti mempunyai tuju?*
kepentingjmaln hukgm adalah bukan semata-mata un.k

> Yang membuat hykym, tetapi untuk Subl®

kemaSIah . o sedrp
ol «i::&’“ Qghad s fo shs p i) ';J»d‘
- ‘ o305 2 7, e T, i

tersebyt berperan W sdoaddl. Kaidah®® ¢s
kontekstualis i

pentj . 105
asi b 118 sebagai perangkat dalam P 205
Prinsjp Mewyy

0 antary

vk Isjam Kaidah pertama meng"® g

Maslahatan, kajdah kedua meP8 usidal‘
_:“ta mudarat/mafsadah, sedangkal o

n U
3pabila tejy4c benty;, 8 cara Mengambil keputusa? b o)

“Mtaran kepentingan individ¥ (P ¥l
mum . . wu]ll
(pUbllk), PrlnSIp me
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kemaslahatan disebut juga teori istislahiy (welfare)
(Nasution, 2009), sedang prinsip menghindari atau
menghilangkan kemudaratan dalam ilmu hukum disebut the
mischief rule. Dua prinsip yaitu mewujudkan kemaslahatan
dan menghindari mudarat/mafsadah ini merupakan inti teori
magqasid asy-syari’ah. Dalam teori penemuan hukum umum
teori magqasid asy-syari’ah ini disebut the purposive
approach yaitu menetapkan hukum dengan mengkaji tujuan
yang ada pada teks Undang-Undang.

Kaidah pertama dan kedua telah saya uraikan pada
pembahasan perang gawa’id fighiyyah sebagai epistemologi
burhaniy. Dengan demikian dua kaidah pertama tersebut
selain berperan sebagai epistemologi burhaniy juga berperan
sebagai nalar metodologis dalam kontekstualisasi hukum
Islam. Kaidah asliadl, Dy e Lo o)l O,
menggariskan bahwa apabila seeorang (negara, lembaga,
atau individu) akan menetapkan hukum (Islam) maka harus
didasarkan atas kemaslahatan. Sedangkan kaidah AsGd £33
c’JL.a.».Sl ..;.l> i# $32% mengamanatkan bahwa menghindari
mudarat/mafsadah harus lebih diutamakan ketika hukum
akan diterapkan atau ditetapkan. Terwujudnya kemaslahatan
dan terhindarnya mudarat/mafsadah merupakan kebutuhan
manusia. Oleh karena itu ketantuan hukum yang didasarkan
atas prinsip yang terdapat dalam dua kaidah tersebut, pasti
akan tetap relevan dan kontekstual.a ) e,

Adapun kaidah 3% wlad b 1382 G aslad)

memberikan pedoman bahwa hukum harus memperhatikan
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kemaslahatan umum. Apabila terjadi benturan a8
kepentingan pribadi (4w 40%2<)l) dengan kepentité”
umum - (4G %), berdasarkan kaidah di e
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bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip  syari’at Islam dapat dijadikan dasar
pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fikih).

Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama
wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang
harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap
kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam
tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum
dalam Al-Qur’an yang merupakan pelestarian terhadap
tradisi masyarakat pra-Islam.

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam
sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk
dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan
penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip
demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad. Kebijakan-
kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang
dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau
terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat
(Husaini, 1983).

Persentuhan antara prinsip-prinsip universal hukum
Islam dengan tuntutan pranata sosial dan realita masyarakat
di berbagai wilayah dalam sejarah perkembangan hukum
Islam melahirkan antara lain fikih Hijaz (fikih yang terbentuk
atas dasar tradisi atau sosio-kultural di Hijaz) dan fikih Irak
(fikih yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosiokultural
masyarakat Irak). Dalam  perkembangan selanjutnya,
fenomena tersebut memunculkan istilah, dalam wacana
pemikiran hukum Islam, kelompok ah! ul-ra’y dan ahl al-
hadis. Ini semua menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar
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hukum Islam dan ide dasar para Imam mujtahid yang
memahami dan menjabarkan prinsip-prinsip dasar tersebut
mempunyai kearifan lokal yang sangat tinggi.

Adat atay ‘urf mérup_akan kebiasaan dalam masyarakat

dan menjadi salah saty kebutuhan sosial yang sulit untuk
ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena i
dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahW2
syari’at [slam Sangat memperhatikan adat ( ‘urf) maS)’a“‘kat
seempat, misalnya mengenai larangan minuman ker®
(khamr).
Peluang adat (‘urf) untuk bisa dijadikan pertimbang?®
::i:?amenetapkan hukum secara implisit diisyaratkan“olzn
kewajiz:nayat hukum dalam Al-Qur’an, antara lain, Da a
ibu den ayah memberi makan dan pakaian kepada P 3
"Kepadgan ©ara yang ma'ruf” (Q.S. Al-Bagarah [2]): 2? ”
ol suZmV:f:;;a;v:tn’it’c: yang diceraikan (henda’{cnya Sdtbzl_
Bagarah 2] , A menurut yang ma'ruf.” (Q>

mengena;j Macam, jep;
» JeNIS atau bentuk, dan batasan banyda

sedikitn
anaknyay: al;ag;a: yang .haI'US diberikan oleh orangtua kepaini
€h suamj kepada istrinya yang diceral.

su.
karena [

am m . . d
kemamPUan, dan aefnahaml bahwa  tingkat kehldupatﬂ

‘ s
dengan yang lainnyg g u17) masyarakat berbeda aﬂta‘:a "
U0k menetapieay K Yarlat Islam memberikan kese™ )

Setempat. Oleh

et : .
*tan hukumnya sesuai adat "
kewajiban e

areng (4
oo, ketentuan hukum me%% 8

.. a -
41) Dalam ayat tersebut tidak leelaSk

berbeda-beda karena antara lain disebabkan perbedaan tradisi
di mana ulama tersebut berada.

Berkaitan dengan itu, dalam gawa’id al-fighiyyah
terdapat kaidah antara lain X< sl dan 2L opendl
02l (adiS (al-Zarqa’, 1988; Nujaim, 198). Dengan dua
kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan.
diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan.
Lebih jauh, dalam bidang perdagangan (perckonomian),
qawa’id  al-fighiyyah memberikan keluasaan untuk:
menciptakan berbagai macam bentuk transaksi atau #eija.
sama, yaitu antara lain kaidah: ¢ by PACG L gl
dan kaidah W, by, 2" be L34 4l (al-Zarqa’, 1988).

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita
(apabila tidak ada nas yang menjelaskannnya) untuk
menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam bidang
muamalah sesuai konteks yang ada. Akan tetapi, tidak semua
adat (‘urf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Yang dapat
dijadikan dasar hukum adalah adat (‘wr) yang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan
hukum Islam itu sendiri. Itulah sebabnya para ular.na
mengklasifikasikan adat (‘urf) ini menjadi dua macam, yaitu
(1) al- ‘urf al-sahth, yaitu kebiasaan yang berlaku di te.ngﬁh‘
tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip hukum Islam yang ada dalam, nas (Al-Qur’an dar.l as-
Sunnah), tidak mengharamkan yang halal dan tidak
menghalalkan sesuatu yang diahramkan (Khallaf, 2908); 2)
al- ‘urf al-fisid, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-

erl b - .
ada dajapy, berbagai kitab a .bagl suami atay orang V2 gb) tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan
a0 fikih (darg berbagai macam ™
(34)
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dengan nas atau ajaran-ajaran syariat secara umum
(Syarifuddin, 1990). Selama kebiasaan masyarakat tidak
bertentangan dengaﬂ syariat Islam, maka dapat dijadikan
dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Ketidak-terlepasan perhatian hukum Islam terhaan
kondisi sosia] masyarakat, sebenarnya telah tampak sejak
awal proses pembentykan hukum Islam itu sendiri. Adany?
asbab al-muziil dari syapy ayat hukum dan asbab al-wuri
dari suatu hadjs Mmerupakan contoh konkret bahwa ketetapad
hukum dalam Isjap merupakan refleksi sosial masyarak®!
yang mengelilinginya, palam perkembangan hukum 15131:
selanjutnya, para jmqg, mujtahid atau para imam maz‘ha
dalam menetapkan gyaru hukum selalu memperhatlkan
kfmdisi Sosial masyaralat. Perbedaan ketetapan hukum yang‘
dikeluarkan ofe}, Imam Syafi’i yang memunculkan gawt
964 (95 wakty gy i Bagdad,Irak) dan gaul 41770
f)p:;::awikm ia berada dj Kairo, Mesir) adalah contol'l k'?tiha ’
make f:lt(‘:ntuan hukum yang dihasilkan melalui Y -
mempeq or . kondisj lingkungan masyarakat 5

Pefua;:;u tethadap keputusan-keputusan hukllm'hall di
- sekitar institua-n kondisj sosial adalah suatu perub? y o

Yang mempe:l kem.asyarakatan .di dalam suatu masr);lusliﬂl

adalah sekel iaruhl sistem sosialnya. I\'/Iasyarakat py P
dengap Meme POk magyarakat yang %ndup dalaﬁ}arannya
Yang diyagiy: iang .Al-Qur'an sebagai sumber aIJ< s anf?
itulah, Al-Qur,aer.lar dan kekal. Oleh karena keke b Py
dan perypg), n-‘“sn'l} harus dipahami sesuai perke“;) Lo
sains, dap, tekn;»lll:n}lsla di berbagai bidang; sosials .
+ Dengan berpegang pada priﬁs1p

demikian, hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif,
tetapi juga operatif sehingga hukum Islam benar-benar
dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Dengan
demikian, kaidah di atas sangat berperan dalam merespons '
perubahan sosial yang selalu terkait dengan perubahan
hukum.

Keharusan untuk memperhatikan kultur masyarakat
tidak dapat dilepaskan dari dimensi tempat dan waktu.
Perhatian hukum Islam terkait tempat dan waktu ini
diformulasikan dalam kaidah: ¥\ paz (SH o gsdl) 4%
Jls>=Yls auYly. Kaidah tersebut memberikan pemahaman
mendasar bahwa suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat
berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi
(kondisi). '

Prinsip ini mengharuskan seseorang mempunyai
kemampuan dalam melihat fenomena sosial yang mungkin
berubah dan berbeda karena perubahan jaman (waktu) dan
perbedaan tempat. Hal ini berarti juga menuntut kemampuan
membuat generalisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum
yang ada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap
jaman (waktu) dan tempat. Berlakunya suatu prinsip untlllf
segala jaman (waktu) dan tempat berarti keharusan memberi
peluang pada prinsip itu untuk dilaksanakan secara teknis dan
konkret menurut tuntutan ruang dan waktu. Oleh karena
ruang dan waktu berubah, tentu spesifikasinya pun berubah
dan ini membawa pada perubahan hukum (Madjid, 1995).
Dengan demikian, memperhatikan waktu dan t.empat
masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting.
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Prinsip yang sama juga disebutkan dalam sebuah
kaidah fikih : oLVl Ry r&,.\h 5 SuY. Dari kaidah ini,
Seseorang dapat - menetapkan hukum atau melakuka?
perubahan sesuaj dengan perubahan waktu (zaman). Ibn®
Qayﬁm mmengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yans
ditetapkan oleh Seorang mujtahid mungkin saja mengalami
perubahan kareps perubahan waktu, tempat keadaan, dan

dat. i '
adat. Oleh karens Itu, ketentuan hukum sangat munght?

berubah karena
Pembahan at dan
waktu, 1 Zaman, perbedaan temp

C. Kesimpulan

Dari ura; )
kesimp:;;nu;alzn yang Saya sampajkan dj atas, dapat diaﬁlbll
keilmuan Isla?n“;a qawa.’id al-fighiyyah merupakan khaza?

alam bldang metodologi hukum Islam ya,ng'

Peran startegis yaitu peran epistemolo

p alisagj,

€ran e ..

3 pengpyy S PPRIE gawid ighiyyah 44
ditemukap . a?' Aau hukuy itu berasal, diperoleh’ af:ri
ayaniy Jop; -Qu a Maupun  as-Sunnah (episte™ o g
€pistemo], gi. i .Kaldah fikih yang berperan s€ fg’ﬂﬁ
2 . e 1 l . ° .S
CL*?‘J £33, (2 y “f?"y adalah kaidah (1) e & J\; y

éﬂ-‘\“,(“)q&lg‘ if < Q; s Y, @) 2% & 9\,3,;:’.—?@,,@’\.
44, b g, % dan (5) 2k st J;k“”
Pt ditemulcan dari befdfﬂaloa'
ala 5
Waniy. ,; Iil_tekS/Wahyu dengan pros® erPeﬂﬂ
W9sly). Kaidah fikih yan

Y i 1

sebagai epistemologi bayaniy-giyasiy adalah kaid?h. (1) Tex
udeg 13345 ole 53 550, (2) g J5 dly 2313 15, dan 3)
e Jig3, (K;g" s o :}-49‘ Ketiga bahwa bahwa hukum itu
dapat ditemukan dari kekuatan' akal melalui proses kajian
penelitian atau eksperimen (epistemologi burhaniy). Kaidah
fikih yang berperan sebagai epistemologi burbZ’J—{Hy ini a:ialah
kaidah (1) é&éj\ = J.gfﬂ‘ J RS i&-‘.’:}il L3 & "}bv.‘ @
nladdy bt e gt Gt ) s e 282 ol
ol _
Adapun kekuatan peran kontekstualisasi qawa_’id
fighiyyah adalah karena prinsip-prinsip yang ada pada gawaid
fighiyyah selaras dengan kebutuhan | manusia  yaitu
kemaslahatan dan akomodatif terhadap kultur sosial masyarakat.
Prinsp-prinsip tersebut merupakan kekuatan gawa’id fighiyyah
untuk membawa hukum Islam dapat diterima di manapun dan
dalam kondisi apapun. Peran kontekstualisasi ini ada pada-
kaidah o .
(1) 3sLadlly Byt e e oyl it (2) B $202 08D 453
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